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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 43 TAHUN 1977

TENTANG o

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
0OXI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAN

Membaca

Meniimbang

Mengirgat

»
.

L4
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MENTERI DALAM NEGERTI

Surat Ketua Otorita Pengembanagan Daerah In-
dustri Pulau Batam pada tanggal 27 Januari
1977 Nomor B~-001/I/MENPAN/OPB/1/77.

a.

1.

‘bahwa sebagail tindak lanjut dari pada ke~

tentuan-ketentuan tersebut dalan pasal 6
Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973

dipandang perlu untuk segera melaksanakan

pemberian Hak Pengelolaan atas seluruh
areal tanah vang terletak di Pulau Batam
termasuk areal tanah di gugusan Pulau
Janda Berhias, Teéenjung Sauh, Ngenang dan
Pulau Kasem, kepada Otorita Penzembangan
Daerah Industri Pulau Batam, serta menga-
tur svarat-svarat dan ketentuannva 1lebih
lanijut.

bahwa pembangunan daerah Industri Pulan
Batam harus dilaksanakan Dberdasarkan
kepada Rencana Induk {(Master P.an) vyang
terlah tersedia dan karenaya Rencana
Induk tersebut dapat pula dipergunakan

sebagai batasan dalam wpengelo.aan dan

pengurusan areal tanah di daerah terse-
but.

Undang-undang Ncmor 5 tahun 1960 (Lem-
baran Negara tahun 1960 nomor 104. Tamba-
han Lembaran Negara nomor 2406} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 teahun 1961
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1961 nomor 28);
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
tahun 1972;

4. Keputusan Presiden Nomor 41 tatun 1973;

5. peraturan Menteri Dalam Negesi nomor 5
tahun 1973; &

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5
tahun 1974.

M EMUTUSKAN

Memberikan Hak Fenaelolaan kepeda Otorita
Pengembanaan Daerah Industri Pulau Batam dan
seluruh areal tansh vang terletak di Pulau
Batam termasuk areal tanah di qugasan Pulau
Janda Berhias, Tenjung sauh, Nijenang dan
pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propia-
si Riau dengan csyarat-syarat/etantuan-
ketentuan sebagai berikut :

1. Hak Pengelolaar tersebut dibercikan untuk
jangka waktu szlama tanah vang dimaksud
dipergunakan untuk kepentingen penerima
Hak dan terhitung sejak didaftarkannya
pada Kantor Suk Direktorat Agraria setem-

pat.

2. Hak Pendgelolaan tersebut diber ikan kepeda
penerima hak untuk dipergunazan sebacai
pengembangan daerah industri, pelabuhan,
pariwisata, penukiman, peternakan, peri-

kanan, dan lain-lain usaha yang terkaitan
dengan 1itu.

3. Apabila di atas areal tanah vang diberi-
kan dengan hak pengelolaan tersebut masih
trerdapat tanah, bangunan ¢.in tananan
milik rakvat, maka pembavaran ganti
ruginya waiib diselesalkan terlebih
dahulu oleh penerima hak denikian pula
pemindahan penduduk ke tempét pemukiman
baru.
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Penerima hak untuk pemberian hask pengelc-
laan tersebut, diharuskan membeyar biaya
administrasi sekesar :

a. Rp. 100.000 (seratus ribu ripiah) yvarg
harus disetor kepada Kas Necara setem-
pat &atas mata anggaran [ irektorat
Jenderal Agqraria Departeren Dalam
Negeri dan harus dilunaskan dalam
waktu 6 (enam) bulan sejax tanggel
surat Keputusan ini.

b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
vang harus disetor kepada EBank Rakyat
Indonesia Jl. Veteran dJalkarta atau
Rekening Yavasan Dana Landreform nomor
Rek.32-A-7-2274 atau disetcr lanasung
kepada administrator Yavasan Dana
Landreform Jl. Sisingamangaraia nomor
2 Xehavoran Baru Jakarta dan harus
dilunaskan dalam waktu yvang sama
seperti ditentukan dalam sub "a" dia-
tas.

Dalam rangka pemberian hak pengelolaan
ini, tanah vang telah dibebaskan dari
hak-hak rakyvat harus diberi -—anda-tanda
batas sesuai dengan ketentuan :sebagaimana
dimaksud dalam 2eratruan Mente-i Angraria
nomor 8 tahun 1961, untuk kemudien dila-
kukan pengukuran oleh Kantor &$ub. Direx-
torat Adgraria sztempat.

Terhadar areal tanah varg diberikan dz-
ngan hak pengelclaan dan telah dilakukan
pengukuran sebagai dimaksud calam angka
"s" diatas sehingga telah dapat diketahuil
luasnya dengan pasti, harus <Zidaftarkan
pada Kantor B8Sub. Direktora: setempat
untuk kemudian dapat dikelurkan sertifi-
kat tanda bukti haknva menuru: ketentuan
dalam bperaturan Menteri Agrar:a nomor 1
tahun 1966.

Hak bpengelolaan vang telah dikesluarkan

sertifikat tanda bukti haknva sebagai
dimaksud dalam angka "6" di atas memberi-
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10.

11.

kan wewenang kepada pemegang haknya
(Otorita Pengembangan Daerah Indusri
pulau Batam) untuk :

a. merencanakan peruntukan dan pengginaan
tanah tersebut; 0

b. menggunakan tanah tersebut untuk ke-
perluan pelakseanaan tugasnva;

c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah
hak pengelolaan tersebut kepada Pihak
Ketiga dengan hak Guna Banginan dan
hak Pakai sesual dengan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Peruncangan
Aqgraria vanag berlaku:

d. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan
uang waiib tahunan dari Pihak Ketica.

Tanah vana diberikan dengan Hak Penaelo-
laan tersebut harus dipelihara sebaik-
baiknva.

pemindahan Hak atas tanah yang cdliberikan
dengan Hak Pengelolaan ini kepada pihak
l1ain dalam bentuk apapun tidak diperbo-
lehkan kecuali dengan izin Menteri Dalarm
Negeri c/q. Direktorat Jenderal Agraria.

Penerima Hak wajib mengembalikan areal
tanah vang dikuasai dengan Hak Pengelo-
laan tersebut s:zluruhnvya atau sebagilan
kepada negara apabila areal tanah tadi
tidak dipergunakan lagi sekagaimana
dimaksud dalam angka ngn tersebut di
atas.

Pemberiar. Hak Pengelolaan tersebut dapat
ditinjau kembali atau dibatalkan apabila:

a. Luas tanah yang diberikan dengan hak
pengelolaan tersebut ternvate melebihi
keperluan.

b. Tanah tersbut sebagian atau gseluruhnva

tidak dipergunakan, dipelihara sebe-
gaimana mestinva.
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¢. Salah satu svarat atau ket:a=ntuan dalamn
Surat Keputusan ini tidak dipenuhi
sebagaimana mestinva.

12. Segala akibat, biaya, untung dan rugi
vang timbul karena pemberian iak Pengelo-
laan ini menjadi beban/tangcungan sepe-
nuhnya dari Penerima Hak.

KEDJA : Keputusan 1ini dapat ditinjau <embali atau
' ‘dirubah seperlunya, apabila dikemudian hari
ternyvata terdapat kekeliruan atau keterangan

vang tidak benar.

Ditetapkan di : Jakar:a
Pada tangaal : 18 Februari 1977

MENTERI DALAM NEG:IRI
ttd
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